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BAB III 
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 21, Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusional Polda Sumut sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus pelanggaran etik dan hukum terkait tindakan anggota Polri, khususnya dalam pengamanan unjuk rasa. Selain itu, Polda Sumut memiliki unit Bidpropam yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Polri, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, Polda Sumut merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh data terkait prosedur pengamanan unjuk rasa serta penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam pengamanan tersebut.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran etik anggota Polri, pertanggungjawaban etik, serta dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pengamanan unjuk rasa oleh anggota Polri, serta proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang terkait dengan tindakan arogansi di Polda Sumut.
 Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan.
 Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik pengamanan unjuk rasa oleh anggota Polri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, ketentuan kode etik, dan implementasinya dalam pemeriksaan dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa di Polda Sumut. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum dan kode etik dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggota Polri, serta pertanggungjawaban etik yang harus diterima oleh anggota yang terlibat dalam pengamanan tersebut..

C.   
Sumber Data
 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya bagian Propam, pemeriksa etik, atau pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai kronologi pengamanan unjuk rasa, dasar dugaan pelanggaran etik, proses pembuktian, bentuk pertanggungjawaban etik, serta kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan perkara tersebut. Selain itu, data primer juga bersumber dari dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara, seperti laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan terduga pelanggar, berita acara pemeriksaan saksi, surat pernyataan, serta dokumen lain yang relevan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dengan ketentuan Kode Etik Profesi Polri dan pertanggungjawaban etik anggota Polri.  Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Beberapa bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

7. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar yang berkaitan dengan dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa di Polda Sumut.
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini, seperti: Buku-buku, Jurnal ilmiah, Doktrin hukum 
c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum kepolisian, hukum administrasi, dan etika profesi, serta sumber yang mengonfirmasi pemahaman umum mengenai Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran kode etik, proses pemeriksaan etik, konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban etik anggota Polri. Sumber-sumber tersebut antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku dan artikel jurnal yang membahas profesionalisme kepolisian, pengamanan unjuk rasa, serta tindakan arogansi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.
D.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum kepolisian, hukum administrasi, etika profesi, dan pertanggungjawaban etik anggota Polri. Selain itu, studi lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, seperti anggota Propam Polda Sumut dan pemeriksa etik, serta observasi terkait penerapan pengamanan unjuk rasa oleh Polri.
 Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya bagian Propam, pemeriksa etik, atau pihak yang menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kronologi pengamanan, dasar dugaan pelanggaran etik, proses pemeriksaan, bentuk pertanggungjawaban etik, serta kendala yang dihadapi dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pengamanan tersebut.
E.  
Teknik  Analisis Data

 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional 
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